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ABSTRAK 

 

Perkembangan zaman dan pengetahuan telah membawa akad-akad Islam 

mulai dikenal dan dipraktikkan di segala macam kegiatan perikatan dan 

khususnya pada upah-mengupah, salah satunya di home industri Robean Roastery 

Kabupaten Tanggamus yang menerapkan ijarah sebagai akad perikatan upah-

mengupah. Penelitian ini untuk menganalisis sistem praktik pengupahan bagi 

pekerja penyortir biji kopi pada home industri Robean Roastery Kabupaten 

Tanggamus. Namun penulis menemukan ketidaksesuaian dalam pembayaran 

upah pada pekerja.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan 

penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus dan 

bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah penyortir 

biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. Adapun 

metode penelitian ini ialah metode penelitian lapangan (field research) dan 

menggunakan metode kualitatif dengandata primer dan skunder. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pengupahan 

penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. 

Penelitian menunjukan bahwa praktik pengupahan home industri Robean 

Roastery Kabupaten Tanggamus menggunakan kualitas biji kopi yang disortir 

dihitung berdasarkan perkilogram dengan ketentuan kopi kualitas super dibayar 

Rp.2.800/kg, kualitas sedang dibayar Rp.2000/kg, dan kualitas rendah dibayar 

Rp.1.100/kg. Namun dalam pelaksanaanya banyak dari kualitas penyortir biji kopi 

tidak mendapatkan upah sesuai dengan biji kopi yang disortir karena semua 

pekerja dibayar merata dengan upah Rp.2000/kg, maka menimbulkan kerugian 

pada penyortir biji kopi. Pandangan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap pembayaran upah penyortir biji kopi di home indsutri Robean Roastery 

Kabupaten Tanggamus adalah belum sesuai dengan prinsip ijarah, karena adanya 

ketidaksesuaian akad dilapangan yang berimplikasi pada kerugian pekerja 

penyortir biji kopi. 
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MOTTO 

 

رَ مَنِ اسْتَ ٓ  ابََتِ اسْتَأْجِرْهُ ٓ  قاَلَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰ  أْجَرْتَ الْقَوِيُّ اِنَّ خَي ْ
 الَْْمِيْ 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah  

orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. 

 (Q.S Al-Qashash: 26). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan dan pengertian yang terkandung dalam judul perlu dijelaskan 

agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan persepsi dalam memahami skripsi 

ini. Untuk memperjelas arah pembahasan skripsi ini yaitu upah-mengupah 

yang sesuai pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik 

Pengupahan Penyortir Biji Kopi” (Studi di Home Industri Robean 

Roastery Kabupaten Tanggamus). Kata-kata penting perlu dikemukakan 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi 

para pembaca sebagai berikut: 

Tinjauan ekonomi syariah. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).
1
 Ekonomi syariah adalah 

usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, 

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka 

memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial 

berdasarkan prinsip syariah.
2
 Maksud dari tinjauan ekonomi syariah adalah 

meninjau dengan teliti terkait usaha. 

Praktik pengupahan penyortir biji kopi. Praktik pengupahan adalah 

memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah 

untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan 

                                                             
1Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 
2Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : 

Gramedia Pustaka, 2004), 564. 
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menurut perjanjian yang telah disepakati.
3
 Maksud dari praktik pengupahan 

penyortir biji kopi adalah pelaksanaan sistem pembayaran upah yang 

diberikan pemilik kepada pekerja yang bekerja untuk menyortir atau 

memisahkan biji kopi yang baik dengan yang tidak layak sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa judul yang dimaksud 

dalam  skripsi ini meninjau praktik pengupahan penyortir biji kopi yang di 

tinjau dari hukum ekonomi syariah yang dilakukan di home industri Robean 

Roastery Kabupaten Tanggamus. 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi bertugas untuk memakmurkan 

bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang 

telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Semua ini untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dengan demikian manusia harus bekerja. 
4
 

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan 

oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang 

diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang cara bekerja atau cara berusaha 

yang sesuai dengan tuntunan Islam. Bekerja adalah segala usaha maksimal 

yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk 

menambah kekayaan, baik secara perorangan maupun kolektif.
5
 

                                                             
3Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet, 2016). 
4Enizar, Syarah Hadist Ekonomi (Metro: STAIN Metro, 2010). 
5Yusuf Qardhowi, Norma dan Etika (Jakarta: Gema Insani, 1997). 
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Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 

mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal yang 

sesuai dengan amal kerja sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Q.S 

An-Nahl (16) ayat 97. 

نْ ذكََرٍ اوَْ انُْ ثٰى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّو حَيٰوةً طيَِّ  بَةً مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِّ
هُمْ اَجْرَىُمْ باَِ  حْسَنِ مَا كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنوَلنََجْزيَِ ن َّ  

 “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kamiberikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”.  

 

Ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya seseorang yang mengerjakan 

sesuatu hal yang baik berhak mendapatkan sesuatu yang baik pula.Karena 

itu, seorang yang berkerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang ia 

kerjakan.
6
 Hak yang paling utama bagi seorang pekerja adalah pembayaran 

upah kerja. Karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal yang tidak bisa 

lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Oleh karena itu perlu di 

perhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah 

pihak yaitu pihak pemilik usaha dan para karyawan. Upah adalah harga yang 

dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya.
7
 

                                                             
6Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 

2018). 
7Muhammad ismail yusanto, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 
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Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para 

pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak 

pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan 

pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Karena itu, sangat 

penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap 

penentuan upah dari pekerja.
8
 

Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-

satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang 

hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. 

Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di 

sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih 

dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status 

lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja.  

Upah dalam Islam menurut bahasa adalah ijarah yang berarti ”upah” 

atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian 

umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan 

sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.Pemberian 

upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian 

dalam pemberian upah yang telah disepakati. Pemberian upah kepada pekerja 

yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan 

bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan 

konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya.   

                                                             
8Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 
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Mengenai kesepakatan di dalam hukum perdata, tercantum dalam Buku 

III, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (beginsel 

dercontractsvrihied). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang 

menerangkan bahwa segala perjanjian yang di buat secara sah, berlaku 

sebagaiundang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang 

dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap 

perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal 

tidak melanggar ketertiban umum atau keasusilaan. 

Perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk 

bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi 

tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya 

sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak 

dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah 

dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. sedangkan, yang dimaksud 

dengan penganiayaan terhadap majikan, yaitu mereka dipaksa untuk 

membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.
9
 

Praktik pengupahan home industri Robean Roastery Kabupaten 

Tanggamus kualitas biji kopi yang disortir dihitung berdasarkan perkilogram 

dengan ketentuan kopi kualitas super dibayar Rp.2.800/kg, kualitas sedang 

dibayar Rp.2000/kg, dan kualitas rendah dibayar Rp.1.100/kg. Namun dalam 

pelaksanaanya banyak dari kualitas penyortir biji kopi tidak mendapatkan 

                                                             
9Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Inter Masa, 2003). 
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upah sesuai dengan biji kopi yang disortir karena semua pekerja dibayar 

merata dengan upah Rp.2000/kg, maka menimbulkan kerugian pada 

penyortir biji kopi. 

Berdasarkan fenomena di atas masalah ini cukup menarik untuk diteliti, 

sehingga dapat diketahui lebih jelas yang kenyataanya tidak sesuai dalam 

akad diawal, bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik 

pengupahan penyortir biji kopi yang dilakukan di home industri Robean 

Roastery Kabupaten Tanggamus. 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus dan Sub Fokus Penelitian ini: 

1. Praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan penyortir 

biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri 

Robean Roastery Kabupaten Tanggamus sesuai dengan hukum ekonomi 

syariah?  

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah 

mengupah penyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery 

Kabupaten Tanggamus ? 



7 

 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem praktik pengupahan dalam 

penyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten 

Tanggamus sesuai dengan hukum ekonomi syariah. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran 

upah-mengupah penyortiran biji kopi di home indsutri Robean Roastery 

Kabupaten Tanggamus. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat yang akan dicapai, 

antara lain: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum ekonomi syariah dan 

hukum positif tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik 

pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan 

manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait 

penelitian yang di bahas dan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam 

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari‟ah dalam mencapai gelar 

sarjana hukum di bidang muamalah. 
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F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berikut penulis sertakan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi 

dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan 

acuan. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Lia Resti Carlina mahasiswi Fakultas Syari‟ah 

UIN RadenIntan Lampung dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap 

pengupahan karyawati berdasarkan persentasedalam persepektif fiqh 

muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar 

Lampung) SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra ini merupakan salah satu 

gambaran usaha yang telah berjalan sudah mencapai 13 tahun. Hubungan 

antara karyawan dengan pengusaha ini terjalin bagus. Dari hal 

pengupahan di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra ini berbeda dengan 

usaha-usaha pada umumnya. Banyak usaha yang mana pengupahan 

karyawannya berdasarkan patokan yang telah dipatok oleh perusahaan. 

Dimana karyawan bekerja tiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaan 

akan di berikan perhari, atau perminggu, atau juga perbulan, dengan nilai 

yang tetap tanpa memilih seberapa besar konstribusi dalam melakukan 

usaha tersebut atau pelayanan tersebut. 10 Lain halnya dengan SPA dan 

Salon Muslimah Az-Zahra yang ada di Bandar Lampung, kayawannya 

akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan jumlah persentase atau 

jumlah yang di berikan pelayanan atas jasanya. Oleh sebab itu jika salah 

satu tidak mendapatkan atau tidak memberikan pelayanan maka tidak 
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akan mendapatkan upah. Tentu hal ini mempunyai nilai positif dan negatif 

tersendiri bagi karyawan maupun bagi pengusaha ini sendiri.
10

 

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek upah-mengupah antara pemilik 

kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun latar belakang penelitian ini dilakukan 

karena praktek upah-mengupah jasa di Desa Pancur Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan secara tidak tertulis (saling 

percaya). Pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik lahan kebun dengan 

pemanen hasil buah kelapa sawit mempunyai hak dan kewajiban masing-

masing. Namun kewajiban dan hak salah satu pihak terkadang tidak 

terpenuhi dengan baik dikarenakan adanya pemanen yang menyimpang 

dari perjanjian yang disepakati yaitu tidak memberikan hasil panen secara 

keseluruhan kepada pemilik lahan kebun kelapa sawit. Hal inilah yang 

menimbulkan ketidakpuasan di salah satu pihak. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana praktek upah-mengupah ntara pemilik 

kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah 

terhadap pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana praktek kerjasama antara pemilik kebun kelapa sawit dengan 

pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 

serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap 

pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat lapangan (Field Research) 

                                                             
10Carlina, Lia Resti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan 

Presentase dalam Persefektif Fiqh Muamalah” (Skripsi Strata 1 Muamalah, Lampung, UIN Raden Intan 

Lampung, 2018). 
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berlokasi di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. 

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. Populasi penelitian ini berjumlah 82 orang, sedangkan 

sampel berjumlah 45 orang yang terdiri dari 10 orang pemilik dan 35 

orang pengelola dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan 

analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian upah-

mengupah hasil panen buah kelapa sawit di Desa Pancur Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan akad lisan dan tidak 

dinyatakan secara tertulis. Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah 

pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan pemanen 

menyisihkan beberapa janjang buah sawit dan kemudian di jadikan 

berondolan sebagai hasil tambahan bagi pemanen. Hal inilah yang 

menimbulkan ketidakpuasan pemilik lahan kebun kelapa sawit. Tinjauan 

fiqh muamalah dalam praktek upah-mengupah hasil panen buah kelapa 

sawit sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik. Akan tetapi pada 

praktek pelaksanaaannya masih terdapat unsur-unsur kecurangan yang 

dilakukan oleh pemanen dalam bentuk menyisihkan beberapa tandan buah 

sawit dan kemudian dijadikan berondolan, pengingkaran janji serta 

menganggap hal buruk menjadi suatu kebiasaan yang biasa-biasa saja. 

Serta dalam akad upah-mengupah dalam syariat Islam menyarankan setiap 

perjanjian dalam bermuamalah (upah-mengupah) disarankan agar ditulis 

dengan jelas. Hal ini sebagai bukti, dan menghindari kecurangan dari 
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kedua belah pihak antara pemilik dan pemanen agar tercapai maksud dan 

tujuan mulia yang diinginkan oleh Islam. Pelaksanaan upah-mengupah 

boleh dilaksanakan jika segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam yang berlaku, akan tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan 

dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam maka hal tersebut 

dilarang untuk melaksanakannya.
11

 

3. Penelitian Wahyu Nely Gayatri dengan judul tinjauan hukum Islam 

terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Kecamatan 

Plantungan Kabupaten Kendal. Penelitian ini teknik yang digunakan 

adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan yang kemudian di analisis 

dengan menggunakan pemikiran induktif: mengoreksi data yang bersifat 

khusus kemudian ditarik kesimpulan umum. Data diperoleh dengan 

menggunakan teknik observasi,wawancara,dan dokumentasi. Data yang 

telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, 

penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Kecamatan 

Plantungan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni 

pengupahan yang dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah 

melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut tidak sesuai dengan 

hasil kesepakatan pada awal akad. Sejalan dengan kesimpulan diatas, 

maka kepada para pemilik sapi agar dalam melakukan pengupahan kepada 

pekerjanya memperhatikan hak-hak dari pekerja, khususnya kepada 

                                                             
11Ahmad, Johari, “Tinjauan Fiqh MuamalahTerhadap Praktek Upah-Mengupah Antara Pemilik 

Kebun Kelapa Sawit dengan Pengelola” (Skripsi Strata 1 Muamalah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017). 
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pemelihara sapi dan supaya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi 

dapat memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan pemelihara dapat 

terpenuhi dan seharusnya perjanjian dalam awal akad ditegaskan lagi 

tentang perjanjian kesepakatan sehingga tidak melalui lisan saja 

melainkan dengan perjanjian tertulis.
12

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian  adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur 

penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut 

saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.13 

1. Jenis dam SifatPenelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Kualitatif data. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realita tentang apa yang terjadi dalam praktik 

pernyortiran biji kopi. 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat 

ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi 

                                                             
12Gayatri, Wahyu Nely, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pengelolaan 

Pemeliharaan Sapi” (Undergruade Strata 2 Thesis, UIN Wali Songo, 2018). 
13Winda Nurlaili Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara 

Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)” (Skripsi Strata 1 

Muamalah, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
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atau ada dalam penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi 

syariah tentang praktik pengupahan penyortir biji kopi. 

2. Data dan Sumber Data 

Sumberdata yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subyek sebagai sumberi nformasi yang dicari.
14

 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu home 

industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus yang melakukan 

praktik penyortiran biji kopi. 

b. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
15

 Penelitian yang datanya 

diperoleh dari sumber-sumber bacaan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan 

ensiklopedi.
16

 

                                                             
14Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). 
15Sunardi Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 
16Winda Nurlaili Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara 

Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012).” 



14 

 

 
 

3. Lokasi Penelitian dan Narasumber Penelitian 

a. LokasiPenelitian 

Penelitian ini dilakukan pada responden, yakni pemilik dan 

penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten 

Tanggamus. Alasannya, peneliti menggunakan lingkungan alamiah 

sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu 

situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti 

pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi 

dilakukan pada waktu interaksi berlangsung ditempat kejadian. Peneliti 

mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat 

hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang 

diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. 

b. Narasumber Penelitian 

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu 1 orang 

sebagai pemilik usaha dan 4 orang sebagai pekerja penyortir biji kopi. 

4. TeknikPengumpulan Data 

a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaandengan kegiatan 

observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam penelitian ini 

data yang diperoleh dengan cara melihat dilapangan terhadap praktik 

peyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten 

Tanggamus. 
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b. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik 

wawancara berstruktur, yang di mana pewawancara menggunakan 

daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.  

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen 

rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya. 

5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Edit Data (Editing) 

Edit data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 

terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya  dapat 

dilengkapi atau diperbaiki. 

b. Sistematika Data (Sistematizing) 

Sitematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasar kan urutan masalah. 

. 
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c. Metode Analisis Data 

Metodeanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pemilik dan penyortir 

yang mengalami kerugian akibat praktik pengupahan biji kopi yang 

tidak sesuai, maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui 

bentuk praktik pengupahan biji kopi di home industri Robean 

Roastery Kabupaten Tanggamus. Tujuannya dapat dilihat dari hukum 

ekonomi syariah, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai 

bentuk sistem praktik pengupahan yang dilakukan. Hal ini bertujuan 

agar tidak ada masalah  yang ditimbulkan akibat pengupahan yang 

tidak sesuai. 

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

induktifyaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus 

untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum 

mengenai fenomena yang diselidiki.
17

 Metode ini digunakan dalam 

membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

bentuk praktik pengupahan yang dilakukan di home industri Robean 

Roastery Kabupaten Tanggamus. 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

                                                             
17Sutrisno Hadi, Metode (Yogyakarta: RYayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981). 
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metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai alat 

yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat 

menghasilkan suatu penelitian yang akurat.   

Bab Kedua, memuat uraian pembahasan landasan teori tentang 

pengertian upah, dasar hukum upah, rukun upah, syarat dalam upah dan 

pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat akad, dan macam-

macam akad. 

Bab Ketiga, memuat uraian gambaran umum tempat pengupahan 

penyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten 

Tanggamus, dan praktik  pengupahan penyortiran biji kopi di home industri 

Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. 

Bab Keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini 

membahas tetang analisis terhadap sistem praktik pengupahan penyortir biji 

kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus, dan analisis 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem praktik pengupahan 

penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. 

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat 

kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai 

rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Upah 

 

1. Pengertian Upah 

Pengertian upah secara terminologi adalah mengambil manfaat 

tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat 

tertentu. Upaha dalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada 

seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan 

tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah 

disepakati.
18

 

Salah satu kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan 

muamalah yaitu salah satunya ijarah. Secara etimologi, ijarah adalah 

berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Upah dalam pandangan syariat 

Islam upaha dalah hak dari orang yang telah berkerja dan kewajiban orang 

yang telah memperkerjakan untuk membayarnya upah disumbangkannya 

dalam proses produksi dan pemberian kerja wajib pembayarannya.
19

 

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan al-ujrah yang berasal dari 

kata al-ajru yang berarti al-iwadu (ganti). Oleh karena itu, tawab (pahala) 

disebut dengan al-ajru atau upah.
20

 

Kata ijarah berarti “balasan” atau “jasa”, artinya imbalan yang 

diberikan sebagai upah mengupah suatu perbuatan. Menurut syara‟: ijarah 

                                                             
18H. A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan 

Lampung, 2016). 
19M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah,” 

Jurnal Al-Adalah vol 14 No.2 (2016): 484. 
20Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terjemahan), Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII 

(Bandung: Al-Ma‟arif, 2014). 
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adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan 

hasil dari manusia.
21

 

Ijarah adalah pemilikkan jasa dari seseorang yang menyewakan 

(mu‟ajir) oleh orang yang menyewa (musta‟jir), serta pemilikan harta dari 

pihak musta‟jir oleh seorang mu‟ajir. Dengan demikian, ijarah berarti 

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompentesi 

tertentu pula.
22

 

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 

memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai 

perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah-

mengupah adalah harga yang dibayar kepada pekerja atau jasanya dalam 

bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan 

imbalan atau jasanya dengan kata lain upah-mengupah adalah harga dari 

tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak 

menerima upah mengupah akan mempengaruhi standar penghimpunannya 

bagi para pekerja. 

Penetapan upah-mengupah bagi tenaga kerja harus mencerminkan 

keadaailan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga 

pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah 

mengupah lebih terwujud. Upah-mengupah yang diberikan kepada 

seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah di 

                                                             
21Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).. 
22Taqyuddin An-Nabhan, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah 

Gusti, 1996). 
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keluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan 

hidup yang wajar. 

Pemberian upah berdasarkan perjanjian kerja. Karena yang berisi 

hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hal dari pihak yang satu 

merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang 

utama bagi majikan adalah pembayar upah mengupah. 

Akad yang sesuai dengan syari‟ah adalah yang tidak mengandung 

gaharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (pejudian), riba (bunga 

bank), zhulm (penganiyaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini 

merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad ini 

bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. 

Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani 

kehidupan disebut dengan akad. Akad dapat memfasilitasi setiap orang 

dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat 

dipehuni tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat 

dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan sosial. 

Kenyataan ini menunjukan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari 

akad, yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk 

kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentinganya 

akad.
23

 

                                                             
23Hendi H Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2002). 
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Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum 

kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan 

perundang-undang dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum yang tidak 

tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam 

masyarakat, konsep-konsep hukum berasal dari hukum adat. 

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber 

perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan 

adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau 

menimbulkan akibat hukum. 

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa 

sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus 

diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh 

penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka 

yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan 

bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah tidak 

selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa 

berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan 

upah-mengupah dalam masyarakat.
24

 

Upah-mengupah juga dapat memegang peranan penting yang 

merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah mengupah 

                                                             
24M. Yasid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006). 
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dapat dikatakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan 

pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah-mengupah adalah 

imbalan yang telah menyelesaikan pekerjaanya dengan jumlah yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan.
25

 Hak 

untuk menerima upah-mengupah timbul pada saat adanya hubungan kerja 

dan terakhir pada hubunga kerja putus.  

Upah-mengupah memegang peranan yang penting dan merupakan 

salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah 

mengupah merupakan tujuan utama dari pekerja melalukan pekerjaan pada 

orang atau badan hukum lain. Jadi, upah-mengupah adalah suatu imbalan 

dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang 

telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati 

kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
26

 

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah-mengupah adalah 

harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi 

atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya 

dengan kata lain upah mengupah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan 

atas jasa dalam produksi. 

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh:  

a. Para Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan bahwa ijarah yaitu suatu akad 

atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai 

                                                             
25UU Republik No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
26Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 
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penganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan 

(jelas). 

b. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah yaitu akad yang 

dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari 

suatu barang yang disewakan dengan penggantian (dibayar)”.
27

 

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang objeknya 

ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat 

dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.  

d. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hampir sama dengan 

pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu atas sesuatu 

dengan waktu yang diketahui dengan jelas, dan dengan pengagntian 

yang jelas pula. 

Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hampir 

sama dengan pendapat sebelumnya yang intinya adalah transaksi akad 

yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan 

memberikan imbalan. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan 

untuk pemilikan manfaat dari seorang mua‟jir oleh seorang musta‟jir 

yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian 

(kompesensasi/upah-mengupah).  

 

 

                                                             
27Abdurahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al- Arba‟ah Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 

1991). 
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2. Dasar Hukum Upah 

a. Sumber Hukum Al-Qur‟an 

Al-Quran secara Hanifiyah berarti bacaan adalah sebuah kitab 

suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa 

kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampir semua ulama fiqih 

bersepakat bahwa jarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan 

yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar dan Ibnu Ulayyah. 

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak meneyepakati ijarah 

tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 

berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan.  

Upah-mengupah merupakan salah satu hak normatif buruh. 

Upah mengupah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi 

dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula 

kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.  

Al- Qashash ayat 27 : 
ى اَنْ ٓ  ارُيِْدُ اَنْ انُْكِحَكَ اِحْدَى ابْ نَتَََّ ىٰتَ يِْ عَلٰ  ٓ  قاَلَ اِنِّّْ 

 ٓ  وَمَا ٓ  فاَِنْ اتَْْمَْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ  ٓ  تأَْجُرَنّْ ثََٰنَِِ حِجَجٍ 
لِحِيَْ  ٓ  سَتَجِدُنّْ  ٓ  ارُيِْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ  وُ مِنَ الصّٰ اِنْ شَاۤءَ اللّٰ  

  

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 

ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia 

(Syu'aib): “Berkata dia (Syu‟aib): “Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah satu seseorang dan kedua anakku 

ini,atas dasar bahwa Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, 

Maka aku tidak cukupkan sepuluh tahun kamu, dan kamu insya allah 
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akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S Al- 

Qashash ayat 27).
28

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah-mengupah 

kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan 

upah mengupah sesuai dengan besarnya upah mengupah yang telah 

disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah mengupah yang 

dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka 

akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat 

curang terhadap pemberiaan upah mengupah. Upah mengupah dapat 

berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah 

pihak, dan tidak ada yang dirugikan.  

Al-Qur‟an surat An-nahl ayat 97 : 
نْ ذكََرٍ اوَْ انُْ ثٰى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّو حَيٰوةً  مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِّ

هُمْ اَ  ٓ  طيَِّبَةً  جْرَىُمْ باَِحْسَنِ مَا كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ وَلنََجْزيَِ ن َّ  
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ; 97).
29

 

 

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka 

yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang 

bekerja disuatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, 

dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau 

mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka 

                                                             
28Prof H. Mahmud Junus, Al-Qur‟an Al- Karim dan Terjemahannya (Jakarta: PT: Alma‟arif, 1989). 
29Ibid, 222. 
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seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, 

yaitu imbalan Dunia dan Akhirat.
30

 

Surat Az-Zukhruf ayat 32 : 
نَ هُمْ مَّعِيْشَتَ هُمْ  نََْنُ قَسَمْنَا ٓ  اىَُمْ يَ قْسِمُوْنَ رَحَْْتَ ربَِّكَ  بَ ي ْ

نْ يَافِى وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ  ٓ  الِْيَٰوةِ الدُّ
رٌ مَِِّّّا ٓ  بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْريِِّا  يََْمَعُوْنَ وَرَحَْْتُ ربَِّكَ خَي ْ  

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf : 32).
31

 
 
 

Lafadz  “sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna 

saling menggunakan. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini di artikan dengan 

supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal 

pekerjaan atau yang lain, karena diantaranya kalian saling 

membutuhkan satu sama lain. Terkadang manusia membutuhkan 

sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian 

orang tersebut mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan 

transaksi, salah satunya adalah dengan upah-mengupah.
32

 

 

 

 

 

                                                             
30Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 29. 
31Ibid, 392. 
32Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 
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Surat Al-Qashash ayat 26 : 

رَ مَنِ اسْتَ ٓ  ابََتِ اسْتَأْجِرْهُ ٓ  قاَلَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰ  أْجَرْتَ اِنَّ خَي ْ
 الْقَوِيُّ الَْْمِيْ 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash: 26).
33

 

 

Ayat-Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As 

Bertemu dengan Putri Nabi Ishaq, salah seorang meminta Nabi Musa 

As untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi 

Ishaq bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi 

Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu 

yang hanya bisa di angkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja 

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan 

proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah 

mengupah itu di lakukan. 

b. Hadist 

Hadist adalah perkataan, perbuatan ketetapan dan persetujuan 

dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist 

dijadikan sumber hukum islam selain Al-Qur‟an. Dalam hal ini 

kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur‟an. 

Ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah 

mengupah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:   

                                                             
33Ibid, 310. 
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لُ اللهِ صَلَٔ اللهُ عَيْ عَبْدِ اللهِ بْيِ عُوَرَ  ْْ قاَلقَاَلَ رَسُ

َّ سَلنَ أعَْطُْاالَْْ جِيْرَ أجَْرٍَُ قبَْلَ أىَْ يجَِفَّ عَرَ  عَليََْ 

  قَُُ )رّاٍ ابي ها جَ(
“Dari‟Abdillah Ibnu Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, 

“berikanlah upah mengupah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)”. 

عَيْ ابْيُ عَباَ سِ أىََّ الٌبّيَِّ صلٔ الله عليَ ّسلن 

ا مَ أجْرٍَُ )رّاُالبخا رىوسلن( اعْطِ الحُجَّ َّ  احِْتجَِنْ 
Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabdah, “berbekamlah kamu, 

kemudian berikanlah olehmu upah-mengupahnya kepada tukang 

bekam itu”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).
34

 

 

ا ئِبِ قاَلَ دَخَلْنَ عَلَى عَبْدِ الِله بْنِ مَعْقِلٍ  عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ السَّ
لَ الله فَسَأَ لْنَا ىُالْمُذَارَعَةِ فَ قَا لَزَعَمَ ثاَ بِتُ أَ نَّ رُسُولَ الِله صَ 

 رواه المسلم( (وَقاَلَلابَأَْسَبِهَامَرَباِلْمُؤَاجَرةَِ ارَعَةِوَأَ مُزَ عَلَيْوِ وسَلمنَ هَىعَنْ 
“Abdullah bin Sa‟ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin 

ma‟qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzara‟ah? Maka 

jawabnya:‟Tsabit menhyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang 

muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan 

kerja tani) dan ia berkata: mujara‟ah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. 

Muslim)”.
35

 

 

ٌَُْ عَيْ الٌَّبيَِّ صَلَٔ  عَيْ أبيِْ ُرُ يْرَة رَضِيَ الله عَ

سَلنََ قلََ قلََ اللهُ تعََا لَٔ ثلَاّ ثتٌَ  َّ  َِ أًَاَ خَصْوُِنُ الله عّليّْ

رَ جُلٌ  َّ ْْ هَالْقيِاَ هَتِ رَجُلٌ أعَْطَٔ بِٔ ثنَُّ غَدَرَ  يَ

رَ جُلٌ ا سْتأَْ جَرًا فاَ سْتَْفَٔ  َّ ا فأََ كَل ثوٌََََُ  باَعَحُرَّ

لنَْ يعُْطِ أجَْرٍَُ)رّاٍ البخا رٓ( َّ  ٌَُْ  هِ

                                                             
34Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu‟lu‟ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim 

(Jakarta: Gramedia, 2017). 
35Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih 

Muslim) (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008). 
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“Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Allah berfirman: ada tiga 

jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, 

seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, 

seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan 

(uang dari)  harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja 

kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak 

dibayar upah mengupahnya”.)HR. Bukhari)”.
36

 

 

3. Rukun dan Syarat Dalam Upah 

a. Rukun Akad Upah 

Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu Ijab dan 

Qabul saja mereka mengakui tidak mungkin ada akad tanpa adanya 

objek akad. Mereka mengatakan adapun sewa-menyewa adalah ijab 

dan qabul, sebab seperti apa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-

apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah 

sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-

menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. 

Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-

menyewa.
37

 

Jadi menurut Hanafiyah rukun sewa yaitu pernyataan dari 

orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut Jumhur 

Ulama, rukundan syarat ijarah adalah sebagai berikut: 

1) Mua‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa- 

menyewa atau upah-mengupah. mua‟jir adalah orang yang 

menerima upah mengupah dan orang yang menyewakan, musta‟jir 

adalah orang yang menerima upah mengupah untuk melakukan 

                                                             
36Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Shahihal-Bukhari (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002). 
37Chairuman Pasaribu Surwadi, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 



30 
 

  

 
 

sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syariatkan pada mua‟jir dan 

musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhai.
38

 

2) Shighat, yaitu ijab dan kabul. Shighat akad harus menggunakan 

kalimat yang jelas. Dapat di lakukan dengan lisan, tulisan dan atau 

isyarat. Akad juga dapat di ubah, diperpanjang atau dibatalkan 

berdasarkan kesepakatan. 

3) Ujrah, pemberian upah mengupah yang di paparkan dalam 

kompilasi hukum ekonomi Islam dapat berupa uang, surat atau 

benda lain berdasarkan kesepakatan. 

4) Ma‟jur (manfaat) baik manfaat dari suatu barang yang disewakan 

atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan ma‟jur 

harus dicantumkan dalam akad ijarah, apabila penggunaan ma‟jur 

tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan. 

 Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui 

bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis 

pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena 

transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid. 

a) Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang  

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang 

memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan 

undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan 

                                                             
38Ibid.  
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39 memiliki akibat hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 

KUHpdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur yang 

melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. 

 b)  Persetujuan Kehendak  

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian 

yang mengadakan persetujuan kehendak antara pihakyang satu 

dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus 

memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, 

tidak lazim. Persetujuan keendak adalah kesepakatan seiya 

sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa 

yang dikehendaki oleh pihak yang lainya. 

 c) Kewenangan  

Unsur subjek atau kewenangan berbuat, setiap pihak 

dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum 

menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus 

memenihi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah 

berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, 

tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), Tidak 

dibawah pengampuan dan memiliki surat kuasa apabila 

mewakili pihak lain.  

 d) Objek (Prestasi) Tertentu 

Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat 

ditenttukan berupa memberikan suatu benda gerak atau tidaak 
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bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan perbutan 

tertentu atau tidak melakukan perbuaatan tidak tertentu. Suatu 

objek tertentu merupakan suatu objek perjanjian prestasi wajib 

dipenuhi. 

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian 

yang mengadakan persetujuan kehendak.  

a) Tujuan Perjanjian  

Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak itu 

sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak 

bertentangaan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan 

dengan kesusilaan masyarakat. Perjanjian yang tidak 

memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang 

ditentukan di atas tidak akan diakui oleh hukum walaupun 

diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, apabila 

dilaksanakan juga, samapai suatu ketika ada pihak yang tidak 

mengakui dan menimbulkaan sengketa. Apabila diajukaan 

kepengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian 

itu batal. 
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 b) Objek Akad Ijarah 

1) Manfaat barang atau sewa  

2) Manfaat upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua 

belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah 

mengupah.
39

 

b. Syarat Upah 

Ulama menganjurkan beberapa syarat terhadap rukun-rukun 

yang melekat pada akad ujrah berkaitan dengan aqid (pelaku) dan 

ma‟qud‟alaih (objek), di antara kedua belah pihak yang saling berakad 

disyaratkan sebuah akad ujrah dinyatakan sah jika memenuhi syarat-

syarat berikut:, 

1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya 

untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang terpaksa 

melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
40

 Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa‟ayat 29 :   

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ ٓ  تَأْكُلُوْ ي ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَ اَ ٓ  يٰ   ٓ  اِلَّْ ا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
نْكُمْ تَِِارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ  انَْ تَكُوْنَ  وَ   ٓ  ا انَْ فُسَكُمْ ٓ  وَلَْ تَ قْتُ لُوْ  ٓ  مِّ اِنَّ اللّٰ

 كَانَ بِكُمْ 
رَحِيْمًا    

“Allah hendak menerangkan (hukum syari‟at-Nya) kepadamu, dan 

menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para 

                                                             
39Rizki Fadli, Zainudin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari 

Padang,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2, (Oktober 2020): 169. 
40Nasrun Harun, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 
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Nabi dan Shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa‟: 29) 

 

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama 

Syafi‟iyah dan Hanafiyah, diisyaratkan telah baligh dan berakal, 

seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau 

diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi 

ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang 

berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah 

mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun, mereka 

mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad 

Ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila 

disetujui walinya.
41

 

2) Objek ujrah itu adalah suatu yang dihalalkan oleh syara‟, ini berarti 

agama tidak memperoleh upah-mengupah seseorang untuk disuruh 

melakukan sesuatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang. 

3) Penjelasan objek kerja dalam penyewaa tenaga kerja adalah sebuah 

tuntutan untuk menghindari ketidak jelasan. Hal ini karena 

ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan 

mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang yang menyewa 

seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti 

menjahit, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akad 

itu tidak sah. 

                                                             
41Ahmad Wardani M, Fiqih Muamalat, 1 ed., 1 (Jakarta: Amzah, 2010). 
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4) Penjelasan objek kerja bagi para tenaga kolektif dengan 

menunjukkan atau menentukannya, atau dapat pula dengan 

penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa 

pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya 

mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena 

penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.
42

 

5) Upah-mengupah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan 

sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah mengupah sewa dalam 

akad merupakan sesuatu yang haruas diketahui, hal ini untuk 

mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah 

pihak bertransksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara 

keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna 

memperjelas akad. 

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada 

majikan, maka untuk itu hak pekerja untuk itu tidak boleh 

diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang di janjikan 

untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak 

menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya 

karena ia di sewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak 

mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi 

penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi 

dari jumlah yang telah di janjikan. 

                                                             
42Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam waAdillatuhu, V (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). 
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Upah-mengupah itu harus berbeda dengan objek 

pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, 

atau mengupah mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan 

serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena 

hukumnya tidak sah, karena dapat menghantarkan kepada riba. 

6) Waktu kerja, dalam akad ijarah harus disebutkan juga waktu 

pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka waktu berlakunya 

perjanjian atas selsainya pekerjaan tertentu, selain harus ada juga 

perjanjian waktu bekerja bagi ajir. 

4. Prinsip Keadilan dalam Upah 

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku pada semua wilayah 

kegiatan manusia, baik dalam bidang hukum, sosial, politik maupun 

ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, 

yang meliputi keseluruhan aspek dasar perekonomian seperti produksi, 

distribusi, dan pertukaran.
43

 

Hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian ijarah kepada para pihak yang 

berkaitan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Prinsip kebebasan berkontrak Yaitu suatu prinsip hukum yang yang 

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan 

memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai 

dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama 

                                                             
43Muhammad Sharif Chaudy, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Prenada media Group, 

2021). 
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dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah 

ajaran agama 

b. Prinsip perjanjian itu mengikat Allah SWT menganjurkan kepada 

manusia dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya 

saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk 

melakukan hak dan kewajiban masing-masing.  

c. Prinsip Keseimbangan, meskipun secara faktual jarang terjadi 

keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum 

perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik 

antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan diterima maupun 

keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian 

ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan 

tidak boleh ada suatu kedzaliman yang dilakukan dalam perikatan 

tersebut.
44

 

d. Prinsip Kemaslahatan, (Tidak Memberatkan) asas ini bertujuan 

untukmewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh 

memberatkan (masyaqqah) atau menimbulkan kerugian (mudharat)  

antara para pihak yang melakukan perjanjian.  

e. Prinsip amanah, bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik 

termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak 

dibenarkan. salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. 

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan 

                                                             
44Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terjemahan), Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki,. 
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merusak legalitas perikatan itu sendiri.
45

 Selain itu, apabila tidak 

adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para 

pihak.  

f. Prinsip keadilan, adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang 

sering kalidisebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah 

SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena 

adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. Pengupahan harus 

ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran serta dengan 

cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. 

5.  Sistem Pengupahan dalam Islam 

Sistem pengupahan dalam Islam jika ijarah itu suatu pekerjaan, 

maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. 

Bila tida ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak 

disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan 

penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara 

bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam 

Syafi‟iyah dan Ahmad, sessungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. 

Jika musta‟jir. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa sudah 

menerima kegunaanya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat: 

a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 

upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.  

                                                             
45Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Iindonesia 

(Jakarta: Kencana, 2006). 

 



39 
 

  

 
 

b. Jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang 

sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut 

menjadi batal. 

c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak 

terpenuhi secara keseluruhan.  

   d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah 

bagian musta‟jir adalah sebagai berikut: 

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 

b. Jika penyewa barang tersebut, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, 

kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan 

mengalir selama penyewaan berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi 

mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti 

juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang 

sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  

Konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya 

konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah 

dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu 

dan layak, adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, 

transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan 

harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh 

dari pasaran.
46

 

                                                             
46 Hasbiyallah, Fiqh (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008). 
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Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah 

upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak.
47

 

Pekerja dan majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. 

Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok 

pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 

ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 

manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama 

mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Demikian pula para 

pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk 

membayar melebihi kemampuannya.  

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kegiatan manusia karena 

mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan 

mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing 

tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada 

pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, 

jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya 

sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. 

6.   Sistem Penggolongan Upah 

  a. Upah Sistem Waktu Dalam Upah Sistem Waktu, besarnya upah 

ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, 

minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada 

lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja. 

                                                             
47Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 

2018). 
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  b. Upah Sistem Hasil (Output) Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan 

unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan 

kilogram. Besarnya upah  yang dibayarkan selalu didasarkan kepada 

banyaknya hasil bukan didasarkan kepada lamanya waktu pekerjaan. 

 c. Upah Sistem Borongan Upah sistem borongan adalah suatu cara 

pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume 

pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa 

cukup rumit, seperti lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

7.   Waktu Pembayaran Upah 

 Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya 

dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk 

imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan 

transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad 

transaksidan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah 

akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum 

pekerja dipekerjakan haarus jelas dahulu bagaimana upah yang akan 

diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 

pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas 

upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan 

sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat 
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antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan 

menghalalkan yang haram.
48

 

 Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad, menurut 

mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya 

sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanngguhkan 

yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika 

dalam akad tidak terdapat mempercepat menangguhkan, sekiranya upah 

itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada 

masa berakhirnya masa tersebut.
49

 

 Waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah 

disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu 

sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang 

yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan 

tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kedalam kezaliman 

yang sangat dilarang dalam Islam. 

 Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda 

pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. 

Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah 

dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan 

orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja 

kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.
50

 

                                                             
48Ahmad Ilham Sholihin, Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia, 2013). 
49Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). 
50Idris, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ekonomi), t.t. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Akad  

1. Pengertian Akad 

Pengertian akad dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah janji, 

perjanjian, kontrak.
51

 Akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara 

etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakata. Secara 

terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: 

ةٍ مَشْرُوْعٍ يَ ثْبُتُ أثََ رهُُ فِ مَََلِّوِ   اِرْتبَِاطُ إِيََْابٍ بِقَبُ وْلٍ عَلَى جِهَّ
“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan 

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh 

kepada objek perikatan”. 

 

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” 

maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara‟. 

Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, 

atau merampok kekayaan orang lain. 

Pencantuman kata-kata atau ucapan lisan “berpengaruh pada objek 

perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu 

pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan 

kabul).
52

 

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud 

dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian  antara dua pihak 

atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum 

tertentu. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar 

                                                             
51Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010). 
52Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh muamalat (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2012). 
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untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika 

hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi 

dinamakan janji. Landasan ini membedakan antara akad dan janji, karena 

akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan 

terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh 

satu orang. 

2. Dasar Hukum Akad 

Pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan 

dengan perjanjian di dalam Al-Qur‟an. Dijelaskan dalam firman Allah 

surah Ali Imran [3] : 76. 

بُّ ٱلوَٱت َّقَىٰ فإَِنَّ  دۦِهِ ٓ  فََٰ بِعَوٓ  أَو ٓ  مَن ٓ  بَ لَىٰ   مُتَّقِيَ ٓ  ٱللَّوَ يُُِ
“(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertakwa.”  

  

Surah Al- Maidah [5] :1 Allah berfirman: 

ا اوَْفُ وْا باِلْعُقُوٓ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْ ٓ  يٰ   

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” 

 

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan 

pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang 

dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran 

ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. 
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3. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad 

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan 

kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya 

baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.
53

 Suatu perjanjian dalam 

hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat.Syarat 

adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.
54

 

Rukun-rukun akad sebagai berikut: 

1) Aqid, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak 

terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.Secara 

umum, aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan 

untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain 

jika ia menjadi wakil. 

2) Ma‟qud„alaih, ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda-

benda yang dijual dalam akad jual-beli. 

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa 

dijadikan objek akad: 

a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad. 

b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan 

syara‟. 

                                                             
53Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2021). 
54Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2010). 
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c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada 

waktu akad. 

d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua 

belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara 

keduanya. 

3) Maudhu‟ Al-„aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan  pokok akad. 

4) Shighatal-‟aqd ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan 

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabulilah 

perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang 

diucapkan setelah adanya ijab.
16

 

Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk 

menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang 

dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan 

menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.
55

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighatal‟aqd ialah: 

a) Shighatal‟aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab 

kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. 

b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan 

menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: 

“Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang 

                                                             
55H. A. Syafii Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru: Suska Pres., 2008). 
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mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai 

pemberian”. 

c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau 

ditakut takuti oleh orang lain. 

b. Syarat Akad 

Syarat- syarat akad ada empat macam, yaitu:  

1) Syarat in‟iqad (terjadinya akad). 

Syarat in‟iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya 

untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara‟. 

Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini 

ada dua macam: 

a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap 

akad. Syarat ini meliputi syarat dalam sighat, aqid, objek akad. 

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai 

macam akad sebagai berikut: 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 

orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan 

karena boros 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
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3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid 

yang memilki barang. 

4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟, seperti 

jual beli musalamah (saling merasakan). 

5) Akad dapat memberikan faedah. 

6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. 

Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya 

sebelum kabul maka batal ijabnya. 

7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang 

yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka 

ijab tersebut menjadi batal. 

b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, 

bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi 

dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad 

kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain). 

2) Syarat Sah Akad 

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara‟ 

untuktimbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila 

syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap 

sah dan eksis. 

3) Syarat nafadz (kelangsungan akad) 
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Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat: 

a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang 

melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek 

akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak 

ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka 

akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan mauquf 

(ditangguhkan), bahkan menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad 

akadnya batal. 

b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam 

barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka 

akadnya mauquf tidak nafidz. 

4) Syarat Lazim 

Akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengikatnya 

(lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya 

kesempatan khiyar (pilihan), yang memungkinkan fasakh nya akad 

oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat 

khiyar, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang 

memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh 

membatalkan akad atau menerimanya.
56

 

Menurut Mazhab Az-Zahiri semua syarat yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak 

sesuai dengan Al-Qur‟an dan Sunah Rasulullah adalah batal. 

                                                             
56Ibid., 152. 
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Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, selain Mazhab Az-Zahiri, 

pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan 

untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. 

Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada 

yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di 

dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki. 
57

 

4.   Macam-macam Akad 

Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi 

dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut 

syara‟, akad terbagi dua, yaitu: 

a. Akad Sahih 

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun- rukun 

dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh 

akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- 

pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang 

dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak 

ada penghalang untuk melaksanakannya. 

2) Akad mawquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap 

bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk 

                                                             
57M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat) (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2003). 
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melangsungkan dan melaksanakan akad ini,seperti akad yang 

dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. 

b. Akad yang tidak shahih 

Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan 

pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad 

itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak- pihak yang berakad. 

Hanafiyah membagi akad yang tidak sahih ini kepada dua macam, 

yaitu akad yang batil dan fasid.
58

 

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi 

salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara‟.Misalnya, 

objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka 

merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi 

sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau 

kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang 

dijual. 

 5.  Asas Berakad Dalam Islam 

 Ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu: 

a. Asas Ilahiah (Tauhid) 

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai- nilai 

ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki 

tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, 

tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri 

                                                             
58Ibid., 57. 
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sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang 

manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan 

meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas- 

batas yang telah ditetapkan Allah.
59

 

b. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) 

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-

pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat 

perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan 

persyaratan-persyaratan lain, termasuk dengan menetapkan cara-cara 

penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan 

pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, 

maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan 

bahkan tidak sah. 

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah) 

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa 

seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, 

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan 

suatu perikatan. 

Perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. 

Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan 

tersebut. 

                                                             
59Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2013). 
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Seperti yang tercantum dalam Qs. An-Nahl [16] :71. 

لَ بَع فَمَا  ٓ  قِ ٓ  ض فِ ٱلرِّزٓ  عَلَىٰ بعَ ٓ  ضَكُمٓ  وَٱللَّوُ فَضَّ
لُواْ بِرَا ي رزِٓ  ٱلَّذِينَ فُضِّ  ٓ  عَلَىٰ مَا مَلَكَت ٓ  قِهِمٓ  دِّ

نُ هُمٓ  أَي  حَدُونَ  ٓ  للَّوِ يَجمَةِ ٱٓ  نِعأفَبَِ  ٓ  ءٌ ٓ  فِيوِ سَوَا ٓ  فَ هُم ٓ  مَٰ
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain 

dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) 

tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang 

mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka 

mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”. 

 

d. Asas Keadilan (Al-„Adalah) 

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering 

kali disebutkan dalam Al-qur‟an.Bersikap adil sering kali Allah SWT 

tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil 

menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. 

e. Asas Kerelaan (Al-Ridha) 

Qs. An-Nisa‟ [4] : 29. 

لَكُم بَ ٓ  اْ أمَٓ  كُلُوٓ  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَْ تأَايَ ُّهَآ  يٰ  نَكُم ٓ  وَٰ
نكُم ٓ  بَٰطِلِ إِلَّْ ٓ  بٱِل رةًَ عَن تَ رَاض مِّ ٓ  أَن تَكُونَ تَِِٰ وَلَْ  ٓ 

ٓ  اْ أنَفُسَكُمٓ  تُ لُوٓ  تَق  ارَحِيم ٓ  إِنَّ ٱللَّوَ كَانَ بِكُم ٓ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. 

 

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas 

dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masingpihak,tidak 
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boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, 

maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. 

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash- Shidq) 

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia 

dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan 

muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapakan dalam perikatan, maka 

akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.Selain itu, jika terdapat 

ketidakjujuran dalam perikatan,akan menimbulkan perselisihan di 

antara para pihak.
60

 

g. Asas Tertulis (Al-Kitabah) 

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada 

manusiahendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri 

oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab yang melakukan 

perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa 

apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat 

dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 

Adanya tulisan, saksi, atau benda jaminan ini menjadi alat 

bukti atas terjadinya perikatan tersebut.
61

 

 6.   Berakhirnya Akad 

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau 

tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan 

pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, 

                                                             
60Ibid.,  97. 
61Ibid., 98. 
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terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan 

dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 

lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.
62

 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila: 

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai 

tenggang waktu. 

b. Batal oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 

mengikat. 

c. Akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhirjika: 

1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun 

atau syaratnya tidak terpenuhi. 

2) Akad itu tidak dilaksanankan oleh salah satu pihak. 

3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. 

4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 

  7.  Hikmah Akad 

Diadakannya akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu 

mempunyai hikmah, antara lain: 

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam 

bertransaksi atau memiliki sesuatu. 

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, 

karena telah diatur secara syar‟i. 

                                                             
62Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). 
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c. Akad merupakan payung hukumdi dalam kepemilikan sesuatu, 

sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. 

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat 

hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti 

pemindahan hak miliki dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat 

mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali 

disebabkan hal-hal yangdibenarkan syara‟, seperti terdapat cacat pada 

obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat 

akad.
63

                                                             
63Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah, 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 
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